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Abstract 
This study aimed to analyze the process of implementation of the policy of procurement of 
goods and services e-procurement  of Human Settlements, Public Housing Within Land Use 
Agency of Central Sulawesi province with reference to the theory of Implementation and George 
Edwards III, particularly four factors: (1) communication, (2 ) Resources, (3) Dispotition and (4) 
Structure of Bureaucracy. The research method used is qualitative method. Selection of informants 
as many as five people and were selected based on purposive sampling. The instrument is the 
researcher's own research and data collection through interviews, documentation and field 
observations. The results showed that in general the policy implementation process of procurement 
of goods and services e-procurement  of Human Settlements, Public Housing Within Land Use 
Agency of Central Sulawesi Province have not found any indication of transparency. This is 
evident from the implementation of the process of procurement of goods and services. There are 
four (4) factors that support and hinder the implementation of the procurement of goods and 
services e-procurement of Human Settlements, Public Housing Within Land Use Agency of Central 
Sulawesi Province that is a factor of resources, communication, bureaucratic structure and other 
factors. Therefore, to cope with the indication of the required supervision of all parties so that it 
can run better without any suspicion. 
Keywords: Implementation of the Policy, Communication, Resources, Disposition and 
Bureaucratic Structure. 
 
Pengadaan barang dan jasa pemerintah 
dimulai dari adanya transaksi pembelian/ 
penjualan barang dipasar secara langsung 
(tunai), kemudian berkembang kearah 
pembelian berjangka waktu pembayaran, 
dengan membuat dokumen 
pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), 
dan pada akhirnya melalui pengadaan melalui 
proses pelelangan. Dalam prosesnya 
pengadaan barang dan jasa melibatkan 
beberapa pihak terkait sehingga perlu ada 
etika, norma, dan prinsip pengadaan barang 
dan jasa untuk dapat mengatur atau yang 
dijadikan dasar penetapan kebijakan 
pengadaan barang dan jasa. 
Sistim pengadaan barang dan jasa yang 
baik adalah sistim pengadaan barang dan jasa 
yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata 
pemerintahan yang baik (good governance), 
mendorong efisiensi dan efektifitas belanja 
publik, serta penataan perilaku tiga Pilar 
utama dan “Good Governance’ seperti halnya 
azas “keterbukaan”, “Akuntabilitas publik”, “ 
Partisipasi masyarakat” dan “Swasta”. bukan 
lagi barang asing atau baru dalam tatanan 
kenegaraan dan kelembagaan di Indonesia. 
Termasuk pula sistem manajemen pengadaan 
barang pemerintah yang berdasarkan atas 
ilmu dan pengalaman yang secara rutin 
diselenggarakan oleh kelompok birokrat 
selama beberapa  tahun yang lalu, seharusnya 
sangat kondusif dan akomodatif terhadap 
adopsi dan ke-empat prinsip dasar 
pemerintahan seperti tersebut di atas. Akan 
tetapi sebagaimana yang telah menjadi 
kebiasaan dalam masyarakat, maka prinsip-
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prinsip yang baik, akan lebih mudah 
diucapkan dibanding dengan kewajiban 
untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang 
baik tersebut.  
Pengadaan barang dan jasa pemerintah 
dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan 
kompetitif berdasarkan prinsip-prinsip 
pengadaan efisien, efektif, transparan, 
terbuka, bersaing, adil atau tidak 
diskriminatif dan akuntabel bagi semua 
pihak, sehigga hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, 
keuangan, maupun manfaatnya bagi 
kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan 
masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 
2010, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 
54 Tahun 2010, tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tersebut mencabut 
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah, selanjutnya 
pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden 
Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan barang/jasa 
Pemerintah. Akhirnya Pada Tanggal 31 Juli 
2012 Presiden menandatangani Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. 
 Terjadinya berbagai bentuk “praktek-
praktek” pengadaan barang dan jasa 
pemerintah yang dilakukan banyak instansi 
pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, 
yang disatu pihak kemasannya telah 
memenuhi segala persyaratan perundang-
undangan serta kritreria yang berlaku, akan 
tetapi apabila diamati secara cermat dan 
seksama pada kenyataannya banyak terjadi 
“praktek-praktek” penyimpangan yang 
merugikan keuangan negara dan kepentingan 
masyarakat. Oleh karena itu tanpa disadari 
masyarakat, sebagai penerima manfaat 
terbesar dan terpenting dalam sistem 
pembangunan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah, ternyata pada kenyataannya 
menerima “hasil akhir” dari suatu proses 
pengadaan yang tidak sesuai dilihat dan sudut 
mutunya, jumlahnya, manfaatnya, 
sasarannya, waktu penyerahannya, serta 
harganya dari yang seharusnya. Hal ini dapat 
dilihat dan tanggapan beberapa elemen 
masyarakat bahwa dalam pelaksanaan 
ketentuan dalam proses pengadaan 
barang/jasa secara e-procurement pada Dinas 
Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait 
tentang proses pengadaan barang dan jasa 
pemerintah, ditemukan beberapa indikasi 
dalam pelaksanaannnya. Hal ini dapat dilihat 
dan tanggapan beberapa elemen masyarakat 
bahwa dalam pelaksanaan ketentuan dalam 
proses pengadaan barang/jasa secara e-
procurement pada Dinas Cipta Karya, 
Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah terkait tentang proses 
pengadaan barang dan jasa pemerintah, 
ditemukan beberapa indikasi dalam 
pelaksanaannnya sebagai berikut: 
1) Penyuapan adalah usaha yang dilakukan 
sesorang untuk mempengaruhi pejabat 
pemerintah (pengambil keputusan) supaya 
melakukan tindakan tertentu atau supaya 
tidak melakukan tindakan tertentu dengan 
memberikan imbalan uang atau benda 
berharga lainnya; 
2) Menggabungkan atau memecah paket 
pekerjaan  berkaitan dengan pemaketan 
pekerjaan Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 pada pasal 24 ayat 3 
mengatur prosedur; 
3) Penggelumbungan harga merujuk pada 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
diatur mengenai etika pengadaan dimana 
pada pasal enam disebutkan salah satunya 
adalah menghindari dan mencegah 
terjadinya pemborosan dan atau kualitas 
barang dan jasa dalam setiap pengadaan 
barang dan jasa senantiasa diikuti dengan 
kebocoran keuangan negara dalam 
pengadaan barang dan jasa; 
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4) Mengurangi kuantitas dan kualitas barang 
dan jasa  dalam setiap pengadaan dengan 
bukti  perjanjian baik dalam bentuk 
Surat Perjanjian/kontrak maupun Surat 
Perintah Kerja (SPK). 
5) Penunjukan langsung adalah metode 
pemilihan penyedia barang/jasa dengan 
menunjuk langsung satu  penyedia 
barang/jasa yang memenuhi syarat. 
6) Kolusi antara penyedia dan pengelola 
pengadaan. 
Tugas pokok Kepala Dinas Cipta 
Karya, Perumahan dan Tata Ruang adalah 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
dibidang Cipta Karya, Perumahan Dan Tata 
Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Fungsi Dinas Cipta Karya, 
Perumahan Dan Tata Ruang adalah : 
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang 
Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang; 
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
pelayanan umum di Bidang Cipta Karya, 
Perumahan dan Tata Ruang; 
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di 
Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Tata 
Ruang; dan 
Pelaksanaan tugas lain di Bidang Cipta 
Karya, Perumahan dan Tata Ruang  yang 
diberikan oleh Pimpinan. 
Perspektif dimensi implementasi 
kebijakan publik yang pada giliranya 
berpengaruh secara langsung atau tidak 
langsung terhadap keberhasilan implementasi 
kebijakan publik, keempat faktor tersebut 
adalah : 
a. Komunikasi yaitu menunjuk pada setiap 
kebijakan akan dapat dilaksanakan baik 
jika terjadi komunikasi efektif antara 
pelaksana program dengan para  
kelompok sasaran (target groups).Tujuan 
dan sasaran dari program kebijakan dapat 
disosialisasikan secara baik sehingga 
dapat menghindari adanya distorsi atas 
kebijakan dan program, ini menjadi 
penting karena semakin tinggi 
pengetahuan kelompok sasaran atas 
program maka akan mengurangi tingkat 
penolakan dan kekeliruan dalam 
mengaplikasikan program dan kebijakan 
dalam ranah yang sesungguhnya; 
b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap 
kebijakan harus didukung oleh sumber 
daya yang memadai, baik sumber daya 
manusia maupun sumber daya finansial. 
Sumber daya manusia adalah kecukupan 
baik kualitas maupun kuantitas 
implementor yang dapat melingkupi 
seluruh kelompok sasaran sedangkan 
sumber daya finansial adalah kecukupan 
modal investasi atas sebuah 
program/kebijakan, keduanya harus 
diperhatikan dalam implementasi 
program/kebijakan pemerintah. Sebab 
tanpa kehandalan implementor, kebijakan 
menjadi kurang enerjik dan berjalan 
lambat dan seadanya. Sedangkan sumber 
daya financial menjamin keberlangsungan 
program/kebijakan tanpa adanya 
dukungan financial yang memadai, 
program tidak dapat berjalan efektif dan 
cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran; 
c. Disposisi yaitu menunjuk pada 
karakteristik yang menempel erat pada 
implementor kebijakan/program. Karakter 
yang penting oleh implementor adalah 
kejujuran, komitmen dan demokratis. 
Implementor yang memiliki komitmen 
dan kejujuran yang tinggi akan senantiasa 
bertahan diantara hambatan yang ditemui 
dalam program atau kebijakan. Kejujuran 
mengarahkan implementor untuk tetap 
berada dalam arah program yang telah 
digariskan dalam Guideline program. 
Komitmen dan kejujuranya membawanya 
semakin antusias dan melaksanakan tahap-
tahap program secara konsisten, sikap 
yang demokratis akan meningkatkan 
kesan baik implementor  kebijakan 
dihadapan anggota kelompok sasaran. 
Sikap ini akan akan menurunkan resistensi 
dari masyarakat dan menumbuhkan rasa 
percaya dan kepedulian kelompok sasaran 
terhadap implementor dan program/ 
kebijakan dan selanjutnya. 
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Struktur birokrasi, menunjuk bahwa 
struktur birokrasi menjadi penting dalam 
implementasi kebijakan. Aspek struktur 
birokrasi ini mencakup dua hal penting, 
pertama adalah mekanisme, dan struktur 
organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme 
implementasi program biasanya sudah 
ditetapkan dalam Standar Operating 
Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam 
Guideline program/kebijakan. SOP yang baik 
mencantumkan kerangka kerja yang jelas,  
sistematis, tidak berbelit dan mudah 
dipahami oleh siapapun karena akan menjadi 
acuan dalam bekerjanya implementor hal 
inilah yang peneliti merasa belum maksimal 
dalam proses pengadaan barang dan jasa. 
Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun 
sejauh mungkin menghindari hal yang 
berbelit, panjang dan kompleks. Struktur 
organisasi pelaksana harus dapat menjamin 
adanya pengambilan keputusan atas kejadian 
luar biasa dalam program secara cepat. Dan 
hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain 
secara ringkas dan fleksibel menghindari 
“virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis 
dan birokratis. Beranjak dan hal-hal yang 
telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk 
meneliti bagaimana implementasi kebijakan 
dalam pengadaan barang dan jasa secara e-
procurement pada Dinas Cipta Karya, 




Istilah policy (kebijaksanaan) seringkali 
penggunaanya saling dipertemukan dengan 
istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), 
program, keputusan, undang-undang, 
ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan 
rancangan-rancangan besar, bagi para 
pembuat kebijaksanaan (policy makers) dan 
para sejawatnya, istilah itu tidaklah 
menimbulkan masalah apapun karena mereka 
menggunakan referensi yang sama. Namun 
bagi orang yang berada diluar struktur 
pengembalian kebijaksanaan, istilah-istilah 
tersebut mungkin akan membingungkan.  
Kebijakan publik, paling tidak dalam 
bentuknya yang positif, pada umumnya 
dibuat berdasarkan landasan hukum dan 
kewenangan tertentu, dengan demikian 
kebijakan publik menurut Solichin dalam 
Waluyo (2007: 191) memiliki daya ikat yang 
kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan 
(community as a whole) dan memiliki daya 
paksa tertentu yang tidak memiliki kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh organisasi-
organisasi swasta. Artinya kebijakan publik 
merupakan suatu keputusan pemerintah yang 
memiliki kekuatan hukum yang tidak dimiliki 
oleh organisasi swasta. 
Eulau dan Prewitt dalam Hutasoit 
(2011:52) mendefenisikan kebijakan adalah 
keputusan tetap yang dicirikan oleh 
konsistensi dan pengulangan (retetitiveness) 
tingkah laku dari mereka yang membuat dan 
dari mereka yang mematuhi keputusan 
tersebut. Defenisi tersebut memberikan arti 
bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan 
yang konsisten dari para pembuat dan 
melaksanakan kebijakan. Artinya, mereka 
yang membuat kebijakan harus konsisten 
dengan  kebijakan yang mereka buat, dan 
bagi mereka yang menjadi pelaksana 
kebijakan harus konsisten dari kebijakan 
yang mereka buat, dan bagi mereka yang 
menjadi pelaksana kebijakan harus konsisten 
pula dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 
Sedangkan Easton dalam Santosa 
(2008:27) mendefenisikan kebijakan publik 
sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada 
seluruh masyarakat secara keseluruhan. 
Defenisi tersebut mengartikan bahwa 
kebijakan publik merupakan pemberian nilai 
yang ditujukan untuk masyarakat secara 
umum untuk dijalankan. Perkembangan 
terakhir memberikan batasan dan ruang 
lingkup yang lebih spesifik dan terfokus 
tentang kebijakan publik. Salah satunya 
dijelaskam oleh Quade dalam Badjuri dan 
Yuwono (2002:9) bahwa kebijakan publik 
merupakan studi yang bersifat aplikabel  dan 
mencakup berbagai analisis dalam rangka 
organisasi publik. Penjelasan tersebut 
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memberikan arti bahwa kebijakan publik 
merupakan studi yang dalam aplikasi atau 
aktivitasnya melakukan analisis untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
Berdasarkan beberapa pandangan 
tentang kebijakan publik diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik 
merupakan serangkaian tindakan yang 
ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah 
yang mempunyai tujuan atau berorientasi 
pada tujuan tertentu demi kepentingan 
publik. 
 
Implementasi Kebijakan Publik 
Gordon dalam Keban (2004:72) 
mengatakan implementasi berkenaan dengan 
bebagai kegiatan yang diarahkan pada 
realisasi program. Artinya implementasi 
terdapat pada berbagai kegiatan yang 
tujuannya untuk menyelesaikan kegiatan atau 
program yang ditetapkan. Kemudian jones 
dalam Widodo (2010 : 86) mengartikan 
implementasi sebagai getting the job done 
“and” doing it. Pandangan tersebut 
merupakan kegiatan yang sangat sederhana 
akan tetapi dengan kesederhanaan rumusan 
seperti itu tidak berarti implementasi 
kebijakan merupakan suatu proses kebijakan 
yang dapat dilakukan dengan mudah 
selanjutnya Jones, pelaksanaannya menuntut 
adanya beberapa syarat, antara lain adanya 
orang atau pelaksana, dana, dan kemampuan 
organisasional, yang dalam hal ini sering 
disebut resources. Oleh karena itu secara 
lebih lanjut jones merumuskan batasan 
implementasi sebagai “a process of getting 
additional resources so as to figure out what 
is to be done”. Dalam hal ini implementsi 
merupakan proses penerimaan sumber daya 
tambahan sehingga dapat menghitung apa 
yang harus dikerjakan. Apa yang 
dikemukakan oleh Jones tentang 
implementasi tersebut tidak kurang dari suatu 
tahapan kebijakan yang paling tidak 
memerlukan dua macam tindakan yang 
berurutan. Pertama, merumuskan tindakan 
yang akan dilakukan kedua, melaksanakan 
tindakan apa yang telah dirumuskan tadi. 
Secara sederhana implementasi bisa 
diartikan sebagai pelaksanaan atau 
penerapan. Bila dilihat dari kata 
implementasi bermuara pada aktivitas, 
adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu  
sistem. Ungkapan  mekanisme mengandung 
arti bahwa implementasi bukan sekedar 
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 
terencana dan dilakukan berdasarkan aturan 
untuk mencapai tujuan kegiatan, untuk itu 
dalam mengimplementasikan suatu kebijakan 
publik, setiap pelaksana kebijakan atau 
implementor harus selalu memperhatikan 
berbagai hal yang kiranya dapat 
mempengaruhi kebijakan tersebut, termasuk 
didalamnya melakukan hal-hal yang 
dianggap efektif yang membuat implementasi 
kebijakan itu mencapai sasaran yang telah 
ditentukan. 
Eulau dan Prewitt dalam Hutasoit 
(2011 : 52) mendefenisikan kebijakan adalah 
keputusan tetap yang dicirikan oleh 
konsistensi dan pengulangan (retetitiveness) 
tingkah laku dari mereka yang membuat dan 
dari mereka yang mematuhi keputusan 
tersebut. Defenisi tersebut memberikan arti 
bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan 
yang konsisten dari para pembuat dan 
melaksanakan kebijakan. Artinya, mereka 
yang membuat kebijakan harus konsisten 
dengan  kebijakan yang mereka buat, dan 
bagi mereka yang menjadi pelaksana 
kebijakan harus konsisten dari kebijakan 
yang mereka buat, dan bagi mereka yang 
menjadi pelaksana kebijakan harus konsisten 
pula dalam melaksanakan kebijakan tersebut. 
Sedangkan Easton dalam Santosa 
(2008 : 27) mendefenisikan kebijakan publik 
sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada 
seluruh masyarakat secara keseluruhan. 
Defenisi tersebut mengartikan bahwa 
kebijakan publik merupakan pemberian nilai 
yang ditujukan untuk masyarakat secara 
umum untuk dijalankan. Perkembangan 
terakhir memberikan batasan dan ruang 
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lingkup yang lebih spesifik dan terfokus 
tentang kebijakan publik. Salah satunya 
dijelaskam oleh Quade dalam Badjuri dan 
Yuwono (2002 : 9) bahwa kebijakan publik 
merupakan studi yang bersifat aplikabel  dan 
mencakup berbagai analisis dalam rangka 
organisasi publik. Penjelasan tersebut 
memberikan arti bahwa kebijakan publik 
merupakan studi yang dalam aplikasi atau 
aktivitasnya melakukan analisis untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
Berdasarkan beberapa pandangan 
tentang kebijakan publik diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik 
merupakan serangkaian tindakan yang 
ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah 
yang mempunyai tujuan atau berorientasi 
pada tujuan tertentu demi kepentingan 
publik. 
 
Implementasi Kebijakan  George 
C.Edward III 
Model implementasi kebijakan yang 
dikemukakan oleh Edward menunjuk pada 
empat variabel yang berperan penting dalam 
pencapaian keberhasilan, implementasi 
empat variabel tersebut adalah komunikasi, 
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 
a. Komunikasi yaitu menunjuk pada setiap 
kebijakan akan dapat dilaksanakan baik 
jika terjadi komunikasi efektif antara 
pelaksana prorgram dengan para  
kelompok sasaran (target groups). 
Tujuan dan sasaran dari program 
kebijakan dapat disosialisasikan secara 
baik sehingga dapat menghindari adanya 
distorsi atas kebijakan dan program, ini 
menjadi penting karena semakin tinggi 
pengetahuan kelompok sasaran atas 
program maka akan mengurangi tingkat 
penolakan dan kekeliruan dalam 
mengaplikasikan program dan kebijakan 
dalam ranah yang sesungguhnya. 
b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap 
kebijakan harus didukung oleh sumber 
daya yang memadai, baik sumber daya 
manusia maupun sumber daya finansial. 
Sumber daya manusia adalah kecukupan 
baik kualitas maupun kuantitas 
implementor yang dapat melingkupi 
seluruh kelompok sasaran sedangkan 
sumber daya finansial adalah kecukupan 
modal investasi atas sebuah 
program/kebijakan.keduanya harus 
diperhatikan dalam implementasi 
program/kebijakan pemerintah. Sebab 
tanpa kehandalan implementor, kebijakan 
menjadi kurang enerjik dan berjalan 
lambat dan seadanya. Sedangkan sumber 
daya financial menjamin keberlangsungan 
program/kebijakan tanpa adanya 
dukungan financial yang memadai, 
program tidak dapat berjalan efektif dan 
cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
c. Disposisi yaitu menunjuk pada 
karakteristik yang menempel erat pada 
implementor kebijakan/program. Karakter 
yang penting oleh implementor adalah 
kejujuran, komitmen dan demokratis. 
Implementor yang memiliki komitmen 
dan kejujuran yang tinggi akan senantiasa 
bertahan diantara hambatan yang ditemui 
dalam program atau kebijakan. Kejujuran 
mengarahkan implementor untuk tetap 
berada dalam arah program yang telah 
digariskan dalam Guideline program. 
Komitmen dan kejujuranya membawanya 
semakin antusias dam melaksanakan 
tahap-tahap program secara konsisten, 
sikap yang demokratis akan meningkatkan 
kesan baik implementor  kebijakan 
dihadapan anggota kelompok sasaran. 
Sikap ini akan akan menurunkan resistensi 
dari masyarakat dan menumbuhkan rasa 
percaya dan kepedulian kelompok sasaran 
terhadap implementor dan program/ 
kebijakan. 
d. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa 
struktur birokrasi menjadi penting dalam 
implementasi kebijakan. Aspek struktur 
birokrasi ini mencakup dua hal penting, 
pertama adalah mekanisme, dan struktur 
organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme 
implementasi program biasanya sudah 
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ditetapkan dalam Standar Operating 
Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam 
Guideline program/kebijakan. SOP yang 
baik mencantumkan kerangka kerja yang 
jelas,  sistematis, tidak berbelit dan mudah 
dipahami oleh siapapun karena akan 
menjadi acuan dalam bekerjanya 
implementor. Sedangkan struktur 
organisasi pelaksana pun sejauh mungkin 
menghindari hal yang berbelit, panjang 
dan kompleks. Struktur organisasi 
pelaksana harus dapat menjamin adanya 
pengambilanm keputusan atas kejadian 
luar biasa dalam program secara cepat. 
Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur 
didesain secara ringkas dan fleksibel 
menghindari “virus weberian” yang kaku, 
terlalu hirarkis dan birokratis. 
Keempat variabel diatas dalam model 
yang dibangun oleh Edward III memiliki 
keterkaitan satu dengan yang lain dalam 
mencapai tujuan dan sasaran 
program/kebijakan. Semuanya saling 
bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu 
variabel akan sangat mempengaruhi variabel 
yang lain. Misalnya saja, implementor yang 
tidak jujur akan mudah sekali melakukan 
markup dan korupsi atas dana 
program/kebijakan dan program tidak dapat 
optimal dalam mencapai tujuannya. Begitu 
pun ketika watak dari implementor kurang 
demokratis akan sangat mempengaruhi 
proses komunikasi dengan kelompok sasaran. 
Model dari George C Edward III ini dalam 

















Gambar I . Model Implementasi Edward III 
 
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah  
Kompeten menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cakap 
(mengetahui); berkuasa (memutuskan, 
menentukan) sesuatu; berwewenang. 
Sedangkan kompetensi didefinisikan sebagai 
kewenangan untuk menentukan. Ahli adalah 
orang yang mahir; menguasai, paham sekali 
di suatu ilmu; orang yang memiliki 
kemampuan dalam menelaah, menganalisis, 
menginterpretasi suatu ilmu. Sedangkan 
pengadaan mengacu pada Peraturan Presiden 
nomor 54 Tahun 2010 yaitu: 
“Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang 
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Barang/Jasa adalah kegiatan untuk 
memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/ 
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh Barang/ Jasa.”  
Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah atau disebut LKPP 
merupakan sebuah lembaga Pemerintah non 
departemen yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Presiden 
(Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007). 
Tugas LKPP adalah melaksanakan 
pengembangan dan perumusan kebijakan 
pengadaan barang/jasa pemerintah, yang di 
antara tugas tersebut adalah penyelenggaraan 
fungsi penyusunan dan perumusan strategi 
serta penentuan kebijakan pembinaan 
sumberdaya manusia di bidang pengadaan 
barang/jasa pemerintah. Fungsi penyusunan 
dan perumusan tersebut dilaksanakan melalui 
Deputi Bidang Pengembangan dan 
Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) 
selaku unsur pelaksana tugas LKPP.  
Keputusan Deputi Bidang 
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya 
Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemenintah Nomor 3 Tahun 
2011 Tentang Penetapan Standar Kompetensi 
Kerja Khusus (SK3) Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Tingkat Pertama/Dasar 
disebutkan bahwa pengembangan dan 
Pembinaan Sumber Daya Manusia 
Pengadaan Barang/ Jasa yang kompeten 
memerlukan adanya Standar Kompetensi 
Kerja Khusus Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah yang dapat dijadikan acuan 
dalam penyusunan dam penyelenggaraan 
program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah serta penyusunan dan 
penyelenggaraan program sertifikasi keablian 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.  
Adapun prinsip dasar standar 
kompetensi menurut keputusan tersebut di 
antaranya adalah:  
1) Relevan dengan kebutuhan pekerjaan di 
bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
2) Valid terhadap kondisi dan lingkungan 
kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
3) Fleksibel untuk diterapkan di berbagai 
bidang/jenis Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 
4) Dapat diterima (acceptable) oleh semua 
pemangku kepentingan dibidang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
5) Mampu telusur terhadap acuan dan 
ketentuan yang berlaku.  
Penyusunan dan penetapan Standar 
Kompetensi Kerja Khusus Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah bertujuan untuk 
meletakkan dasar dan pondasi pengembangan 
dan pembinaan Sumber Daya Manusia 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis 
kompetensi dengan sasaran sebagai berikut:  
1) Adanya acuan yang lebih terarah dan 
terukur dalam penyusunan dan 
pelaksanaan program pelatihan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah;  
2) Adanya acuan yang lebih terarah dan 
terukur dalam penyusunan dan 
pelaksanaan program sertifikasi 
kompetensi keahuian Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah ; 
3) Adanya acuan yang lebih terarah dan 
terukur dalam pengembangan sistem 
manajemen Sumber Daya Manusia 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
berbasis kompetensi;  
4) Adanya acuan yang lebih terarah dan 
terukur dalam pengembangan profesi 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 
54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemenntah menyatakan bahwa 
LKPP bertugas melakukan Sertifikasi 
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
Berdasarkan hal tersebut ditetapkan 
pengaturan tentang proses sertifikasi keahlian 
pengadaan barang/jasa pemerintah dalam 
bentuk Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Keahuian 
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam 
ketentuan umum peraturan tersebut, 
disebutkan bahwa “Sertifikasi Keahlian 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut Sertifikasi Keahlian 
adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 
LKPP untuk menentukan bahwa seseorang 
telah memenuhi persyaratan kompetensi yang 
ditetapkan mencakup permohonan, evaluasi, 
keputusan sertifakasi, surveilian dan 
sertifikasi ulang. Adapun tujuan 
penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian adalah 
untuk memastikan bahwa pengelolaan 
Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh 
sumberdaya manusia yang profesional.”  
Mengacu pada Peraturan tersebut, 
tujuan penyelenggaraan Sertifikasi  
Keahuian Pengadaan di antaranya adalah 
untuk memastikan bahwa pengelolaan  
Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh 
sumber daya manusia yang profesional; dan 
sistem pengembangan karier dan profesi 
sumber daya manusia di bidang Pengadaan 
Barang/Jasa. Sertilikasi Keahlian 
diselenggarakan oleh Deputi Bidang PPSDM 
sebagai unsur pelaksana tugas LKPP, 
berdasarkan pada Standar Kompetensi Kerja 
Khusus (SK3). SK3 merupakan uraian 
kemampuan yang mencakup pengetahuan, 
keterainpilan, dan sikap kerja minimal yang 
harus dimiliki seorang ahli Pengadaan 
Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Deputi 
Bidang PPSDM LKPP.  
Penetapan Standar Kerja Khusus 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mi 
sebagaimana ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Deputi Bidang PPSDM LKPP 
Nomor 03 Tahun 2011 yang telah disinggung 
diatas. Sertifikasi Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah meliputi tahapan 
pelatihan, On-Job Training dan Ujian 
Sertifikasi, hal mi sebagaiman tertulis dalam 
Pendahuluan Pelatihan Pengadaan 
Barang/Jasa Tingkat Dasar yang dikeluarkan 
oleh LKPP. Adapun tujuan umum pelatihan 
pengadaan mi adalah peserta diharapkan 
mampu menjelaskan tahapan kegiatan 
pengadaan barang/jasa pemerintah, dan 
mampu melakukan kegiatan pengadaan yang 
mempunyai spesifikasi sederhana secara 
efisien dan efekfif. Sedangkan tujuan khusus 
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Tingkat Dasar ini diantaranya:  
1) Peserta mampu memahami mengenai 
gambaran umum pengadaan, prinsip-
prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik 
dan dasar hukum/peraturan yang terkait, 
pihak-pihak yang terkait, serta prinsip 
pengendalian dan pengawasan 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 
2) Peserta mampu memahami persiapan 
pengadaan barang/jasa mulai dan tahap 
perencanaan umum, penentuan sistem 
pengadaan (metode pemilihan, metode 
penyampaian dokumen, metode evaluasi 
pengadaan, pemilihan jenis kontrak), 
pemilihan metode kualifikasi, penyusunan 
jadwal pemilthan, penyusunan HPS, dan 
penyusunan dokumen pengadaan; 
3)  Peserta mampu memahami prosedur 
pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya dan Konsultasi; 
4) Peserta mampu memahami pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa dengan cara 
swakelola;  
5) Peserta mampu mengetahui peraturan 
pelaksanaan Pendayagunaan Produksi 
Dalam Negeri dan Usaha Kecil dan 
peraturan pengadaan barang/jasa dengan 
dana PHLN; 
6)  Peserta mampu memahami kegunaan dan 
kebutuhan e-procurement.  
Jenjang Sertifikasi Keahlian menurut 
Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 
2010 terdiri dari:  
1) Sertifikasi Keahuian Tingkat 
Pertama/Dasar; 
2) Sertifikasi Keahlian Tingkap 
Pertama/Dasar merupakan kegiatan untuk 
menjamin penugasan kompetensi yang 
berkaitan dengan regulasi dan kompetensi 
teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa; 
3) Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah.  
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Sertifikasi Keahlian Tingkat Menengah 
merupakan kegiatan untuk menjamin 
penugasan kompetensi proses Pengadaan 
Barang/Jasa yang mencakup perencanaan 
Pengadaan Barang/Jasa, pemilihan 
penyedia, manajemen kontrak dan 
logistik, dan pengetahuan manajemen aset, 
serta kompetensi keahlian pendukung 
yang dibutuhkan dalam setiap tahapan 
proses Pengadaan Barang/Jasa; 
4) Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut.  
Sertifikasi Keahlian Tingkat Lanjut 
merupakan kegiatan untuk menjalrnn 
penugasan kompetensi proses Pengadaan 
Barang/Jasa yang mencakup perencanaan 
Pengadaan Barang/Jasa, pemilthan 
penyedia, manajemen kontrak, dan 
pengetahuan manajemen aset yang 
dibutuhkan untuk Pengadaan Barang/jasa 
yang kompleks dan atau pekerjaan dengan 
volume besar dengan frekuensi berulang.  
Deputi Bidang PPSDM dalam 
kewenangannya menyelenggarakan 
Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar 
membawahi Direktorat Bina Sertifikasi 
Profesi yang bertugas melaksanakan 
perumusan dan penyusunan strategi, 
kebijakan, pedoman, standar dan manual di 
bidang sertifikasi profesi Pengadaan 
Barang/Jasa.  
Adapun Ujian Sertifikasi Keahlian 
Tingkat Pertama/Dasar dibagi menjadi 
beberapa kriteria sebagai berikut: 
1) Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat 
Pertama/Dasar Reguler adalah Ujian 
Sertifikasi Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa yang dilaksanakan secara 
terjadwal di seluruh provinsi;  
2) Ujian Sertifikasi Keahlian Tmgkat 
Pertama/Dasar Khusus adalah Ujian 
Sertifikasi Keablian Pengadaan 
Barang/Jasa yang dilaksanakan di 
kabupaten/kota yang memiliki PNS 
terbatas; 
3) Ujian Sertifikasi Keahuian Tingkat 
Pertama/Dasar Berbasis Komputer adalah 
Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan 
Barang/Jasa dengan menggunakan media 
komputer.  
Kriteria kelulusan ujian sertifikasi 
ditetapkan oleh Deputi Bidang PPSDM 
melalui Keputusan Deputi Bidang 
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya 
Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2011 Tentang Penetapan Nilai Ambang Batas 
Kelulusan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat 
Pertama/Dasar. Adapun isi surat ketetapan 
tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:  
1) Menetapkan Nilai Ambang Batas 
kelulusan ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat 
Pertama/Dasar sebesar 167 Soal ujian 
Sertifikasi Keahlian Tingkat Pertama/Dasar 
berjumlah 90 soal; 
2)  25 soal tipe benar salah, 55 soal tipe 
pilihan ganda, 10 soal tipe pilihan ganda 
kasus.  
3) Nilai skor jawaban benar bagi soal 
berbentuk benar salah adalah 2, nilai/skor 
jawaban benar bagi soal berbentuk pilihan 
gancia adalah 3,   
4). Nilai/skor jawaban benar bagi soal 
berbentuk pilihan ganda kasus adalah 4, 
nilai jawaban salah kosong adalah nol.”  
Selain menetapkan ambang batas 
kelulusan ujian di atas, Deputi Bidang 
PPSDM juga membuat sebuah Pedoman 
Pelaksanaan dan Tata Tertib Ujian Sertifikasi 
Keahlian Pengadaan Tingkat Pertama/Dasar, 
yang terdiri dan penjelasan mengenai 
kewajiban dan sanksi bagi penyelenggara 
ujian sertifikasi, pedoman pelaksanaan 
sebelum ujian, pada saat ujian berlangsung 
dan saat ujian selesai dilaksanakan.  
 
Alur Pemikiran 
Implementasi Kebijakan  pengadaan 
barang dan jasa pemerintah  inputnya adalah  
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 
yang berlokus pada Dinas Cipta Karya, 
Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Disamping itu dalam 
proses atau pelaksanaan Implementasi 
Kebijakan Pengadaaan barang dan jasa 
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pemerintah hendaknya memperhatikan 
faktor-faktor penentu sebuah kebijakan, 
untuk dapat dilihat berjalannya implementasi 
kebijakan dengan baik maka perlu dilihat 
faktor-faktor seperti yang dikemukakan oleh 
Edward III (1980:36) yaitu dalam proses 
penerapan kebijakan terdapat empat faktor 
yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi 
dan Struktur Birokrasi.  Pendekatan Edward 
III ini diharapkan dapat meningkatkan 
transparansi Pengadaan barang dan jasa 
secara e-procurement pada Dinas Cipta 
Karya, Perumahan Dan Tata Ruang Daerah 



















Gambar  2. Alur Pemikiran 
METODE 
 
Penelitian tentang Implementasi 
Kebijakan Pengadaan barang dan jasa secara   
e-procurement pada Dinas Cipta Karya, 
Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini 
bertempat di Dinas Cipta Karya, Perumahan 
Dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. Pemilihan informan dalam 
penelitian, dilakukan dengan metode 
purposive. Informan yang dipilih sebanyak  5 
(lima) orang, yaitu : 
1 orang Kepala Biro Administrasi 
Pembangunan dan Sumber Daya Alam 
Setdaprov. Sulteng selaku ketua LPSE 
Provinsi Sulawesi Tengah , 1 Ketua Pantia 
Pengadaan Barang dan Jasa  Dinas Cipta 
Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah 
provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi 
Tengah;, dan 1 orang Admin LPSE Provinsi 
Sulawesi Tengah, 1 orang Penyedia jasa 
konstruksi dan 1 orang Penyedia jasa 
kosultan. Jenis data yang digunakan dalam 
penelitian ini secara umum dapat dibagi 
kedalam dua bagian, yaitu : 
Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung secara langsung informan, 
wawancara dengan informan dan data 
sekunder dalam penelitian ini adalah data 
yang bersumber dari buku, dokumen, naskah 
peraturan-peraturan atau pihak-pihak lain 
yang memberikan data yang memiliki 
hubungan dengan lokasi dan tujuan 
penelitian. Teknik pengambilan dan 
pengumpulan data yang digunakan adalah 
Pengamatan, Wawancara, Dokumentasi, dan 
Studi Kepustakaan. Teknik Analisa Data 
yang digunakan, yaitu Reduksi Data, Display 




procurement pada Dinas 
Cipta Karya, Perumahan 
dan Tata Ruang  Daerah 
Propinsi Sulawesi Tengah. 
Peraturan Presiden  Nomor 
70 Tahun 2012 Tentang 
Pengadaan Barang/jasa 
pemerintah 
Implementasi Kebijakan : 
 Komunikasi  
 Sumber daya 
 Disposisi 
 Struktur Birokrasi 
 (Edward III, 1980, hal. 148 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam masa 2013-2014 Dinas Cipta 
Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah telah 
menyelenggarakan pelayanan dibidang Cipta 
Karya, Perumahan dan Tata Ruang sesuai 
tugas  pokok dan fungsi untuk pencapaian 
dan perwujudan infrastruktur yang 
berkualitas dan optimal dimana evaluasi 
kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan 
Tata Ruang sebagai berikut pada tahun 2013 
paket kontruksi berjumlah 36 dengan pagu 
anggaran 29.668.860.000,-, dan paket 
pengadaan barang berjumlah 5 dengan pagu 
anggaran 1.704.401.000,-, serta paket  
Konsultansi terdapat 26 paket dengan pagu 
anggaran senilai  7.857.490.000,- dan 
sedangkan pada tahun 2014 dinas ini 
mengelolah pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa pemerintah berupa paket paket 
kontruksi berjumlah 22 dengan pagu 
anggaran 9.181.000.000,-, dan paket 
Konsultansi berjumlah 34 dengan pagu 
anggaran 8.745.000.000,- 
Angka tersebut diatas telah jelas 
kenaikan cukup siginifikan dari Setiap 
tahunnya  seluruh kantor pemerintah, di pusat 
maupun di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 
secara rutint ersedia untuk berbagai jenis 
pengadaan barang maupun jasa atau yang 
secara umum lebih dikenal dengan istilah 
“proyek”, dalam membelanjakan uang negara 
untuk berbagai kebutuhan kantor-kantor 
pemerintahan tersebut, masing-masing dinas 
atau unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
(SKPD), mengangkat Pejabat pengelola 
Teknis Kegiatan (PPTK) untuk dana APBD 
dan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
untuk dana APBN yang dulu dikenal dengan 
sebutan pimpro (pimpinan proyek) untuk satu 
proyek/kegiatan, dan bendahara, selanjutnya 
masih ada lagi panitia pengadaan atau 
kelompok kerja (pokja) Unit Layanan 
Pengadaan (ULP). 
Pengadaan barang dan jasa pada 
instansi pemerintah pada dasarnya 
merupakan implementasi daripada Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang 
bertujuan agar pengadaan barang/jasa 
pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan 
efektif dan efisien sehingga dapat 
memberikan manfaat yang besar bagi 
kesejahteraan masyarakat. 
Dalam Mengevaluasi transparansi 
implementasi pengadaan barang dan jasa 
pemerintah di Dinas Citpa karya, Perumahan 
dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah terdapat persepsi yang berbeda-beda 
tentang tanggapan dan komponen yang 
peduli atau terlibat dalam pelaksanaannya.  
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan  
Komunikasi dalam hal ini sosialisasi 
tentang kejelasan dan konsistensi belum 
berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan 
dengan adanya hambatan komunikasi dalam 
bentuk sosialisasi yang dilakukan 
implementor belum secara optimal 
dilaksanakan, berkaitan dengan sumber daya 
masih perlu ditingkatkan  khususnya pada 
LPSE provinsi Sulteng, dimana pada saat 
pelaksanaan pelelangan dari  SKPD dan 
pelaksanaan registrasi oleh penyedia jasa 
sering mengalami kendala,  kemudian dari 
hal sarana dan prasarana   belum optimal 
dimana  Pelaksanaan Pengadaan barang dan 
Jasa secara elektronik e-procurement 
dirasakan belum transparansi disebabkan 
aplikasi tersebut sering dijumpai gangguan 
koneksitas jaringan server oleh penyedia jasa, 
sehingga terindikasi adanya unsur 
kesengajaan yang imbasnya kurang 
transparansi dalam pelaksanaannya, dari segi 
disposisi begitu juga dari kompetensi dan 








1) Perlu ditingkatkan pelaksanaan 
komunikasi dan informasi kepada 
penyedia jasa dalam proses e-procurement 
agar tidak terjadi penyimpangan-
penyimpangan sehinga implementasi 
kebijakan pengadaan barang jasa secara e-
procurement berjalan dengan baik tanpa 
adanya kecurigaan; 
2) Untuk Pegawai Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) dan kelompok 
kerja Panitia pengadaan barang jasa dalam 
pelaksanaan tugas selalu memperhatikan 
peraturan-peraturan  yang berlaku dan 
mengevaluasi sumber dayanya dalam 
mencapai good governance; 
3) Jaringan internet server diperluas serta 
adanya sosialisasi secara terus menerus 
kepada masyarakat umum dan khususnya 
masyarakat penyedia jasa tentang 
penerapan e-procurement;  
4) Perlunya keterbukaan dalam setiap 
tahapan pada proses pengadaan barang 
dan jasa pemerintah. 
5) Agar kedepannya  Layanan Pengadaan 
secara Elektronik (LPSE) Provinsi 
Sulawesi tengah  berdiri sendiri tidak 
bernaung pada instansi lain, sehingga 
lebih independen; 
6) Karena e-procurement merupakan 
Pengadaan Barang Jasa secara elektronik 
yang berbasis web/ internet, maka 
masyarakat penyedia barang jasa harus 
mempelajari/ menguasai penggunaan 
internet, atau merekrut sumber daya 
manusia yang handal dalam bidang 
teknologi. 
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